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01. TUGAS dan FUNGSI KPK

Pasal 6 UU No 19 Tahun 20719

q Pencegahan (Ps. 7) Supervisi (Ps. 10)
Tindakan-tindakan Supervisi terhadap instansi
pencegahan sehingga yang berwenang melaksanakan
tidak terjadi tindak pidana pemberantasan tindak pidana
korupsi. korupsi.

¢ Koordinasi (Ps 8) y (! Penindakan (PS 11-12ABCD)

@
Koordinasi dengan Penyelidikan, penyidikan
instansi yang berwenang dan penuntutan terhadap
melaksanakan tindak pidana korupsi.
pemberantasan tindak
pidana korupsi dan :
instansi yang bertugas e Eksekusi (Ps. 13)
melaksanakan pelayanan Tindakan untuk
publik. melaksanakan penetapan
hakim dan putusan
@ Monitor (Ps. 9) pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan

Monitor terhadap hukum tet
ukum tetap.

penyelenggaraan pemerintah .
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4 MIASALAH BANGSA




=" STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

(MEMBANGUN NILAI)

“

ada KORUPSI???
ancan CUMA DIAM

LAwAN DAN LAPORKAN'

(PARTISIPASI MASYARAKAT)

UU No 31/1999 Jo No. 20/2001 Pasal
41 Tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

(PERBAIKAN SISTEM)







KARENA ITU...

BUSUK SERAKAH

Korupsi berasal dari bahasa Latin—salah satu bahasa kuno di Italia.

corruptio (kata benda) . hal merusak
corrumpere (kata kerja) : merusak/menghancurkan
corruptor (kata benda) . perusak/pelanggar; pelaku korupsi

corruptus-a-um (kata sifat): rusak/hancur

dilciritin dari hiilkit Koritine: Mealarcralkk Arti Menvvimalk lmnlilkact karva R Heaerryvy






Korups! capai RP 295T

| Kerugian Negara Akibat
. 1 > 09 Dec 2011 15:29:21 1 E

\ eh: 1an | D#0 kahi | 09 Dec &35 ‘
gadan pemeriksa Keuangan (BPK) |

yakarta, Fakta?os.com )

sejumian
menyatakan dalam 2 an sejun |
laporan keuangan mil

pidan korupst:

Ttu perdasarkan

temuan vana mengandungd

Uiang Ditambah karena Korupsi Masih
Marak

| JAKARTA, KOMPAS.com — Korupst menjadi salah

| sau penyebab tingginya utang luar neger

| indonesia Utand juar negeri m Kak karena

| ayacikan saiah satd penutup aat

( pengeluaran negara membengkak akibat dikorupst
S = . 3 etnya tak

i

KORUPSI MERUSA - ' > - -

K MORAL&SENDI NEGARA KORUPSI M — Pl

[KORUPS| MENGHAMBAT PEMBAN @
MBA |



KPK KORUPSI ? (UU20/2001)

Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan
Hukum Yang
Berlaku

Pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001,
Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan
maksud memperkaya diri sendiri/orang lain
(perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan
keuangan/ perekonomian negara.

Pasal 3 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001,
Korupsi adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.




KOMITMEN ANTIKORUPSI
KEPALA DAERAH

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN, AKUNTABEL
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME,
KAMI KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA BERKOMITMEN:

. Mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan;

. Melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terwujud

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

. Menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi; dan

. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan.

Jakarta, 21 Maret 2023

Isran Noor

Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Ketua APPSI

Ketua APKASI

Bima Arya Sugiarto
Ketua APEKSI

Menyaksikan,

~

Firli Bahuri
Ketua KPK

-

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMB/
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH D/
DAN
PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2023

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KEMENTERIAN/LE!

PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAF
DAN

PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2023



7/ Bentuk Tindak Pidana Korupsi

BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20
BENTUK TINDAK NAMUN SECARA UMUM TINDAX PIDANA KORUPS! TERSEBUT

PlDANA KORUPS'! DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM 7 BENTUK.

MENYEBABKAN KERUGIAN GRATIFIKASI PENGGELAPAN BENTURAN KEPENTINGAN
KEUANGAN NEGARA ERBE—— DALAM JABATAN DALAM PENGADAAN
Tindakan melawan hukum untuk menerima gratifikasi terkat jabatannya Pejabat Penyelenggars Negara

&ri Sirk dan bo(hwm dengan kewajibannya, li| lim"ﬁvﬁm dengan sengaja badk langsung atau
menyslahgunakan kewenangan serta tidak melaporkan kepada KPK memalsukan dokumen pemerksaan tidak langsung turut serta dalam
untuk menguntungian dirl sendirt dalom welkdy 30 hart odjok gratiicasl s0munistrasi. membantu-membiarkan pengadaan barang yang diruseya
dan merugdan keuangan negara S atau dinl sendiri merusak bukti dalam suatu instasi atau perusahaan

9. 6.

=

PERBUATAN CURANG PEMERASAN SUAP-MENYUAP
Tindakan curang oleh Permborong Pejabat penyelenggara negara Upaya suap-menyuap dart/kepada
Ahli Bangunan, Pengawas Proyek, melakukan upaya memeras pthat pejabat penyelenggara negara kerena

Relcanan TNUPoIn yang merugikan torkait untuk memberikan sesuaty jabatanya terkait kewenangarya




GRATIFIKASI

/ /R |/ /
S < A N\

y 1\ 0,
Komisi Pemberantasan Korupsi

- Berhubungan dengan jabatan

- Bersifat tanam budi

- Tidak ada kesepakatan

- Ada kesepakatan

- Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
? DEAL!

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari
penerima (pejabat)

. Bersifat memaksa

- Penyalahgunaan kuasa

’\‘ e, |
. |

> SRy l

R ¢

Contoh:

| wHast  Pengusaha memberi hadiah

| voucher belanja kepada PN S
g karena merasa terbantu dalam

pengurusan perizinan

9

Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan

menggugurkan calon peserta tersebut




APA ITU GRATIFIKASI 7 ****"

Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:

Komisi Pinjaman tanpa bunga
> 4«;,_:' N
1L
— ]
Tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan cuma-cuma Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di dalam negert maupun di
luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik



KPK MENGAPA HARUS IKUT
BERPARTISIPASI DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI?

Meningkatnya Budaya permisif,

Kita adalah korban Sistem yang budava pragmatis, hedon,
utama korupsi korup K ve dan rapuhnya nilai
onsumerisme
agama + keluarga
Partisipasi sudah Mendorong Tata

Fungsi Kontrol Meningkatkan

dijamin oleh hukum i Kelola Pemerintah g Krasi
(ps. 41/31 Th 1999) S05la vang Akuntabel mutu demokrasi




9 N I LAI SEH:It=.-rhazl::i::rj‘u e
ANTIKORUPSI

Mandiri

Disiplin
Berani

Tanggung
jawab

JuMaT BerSePeDA KK



Tata Kelola Pemerinta

8 Area Intervensi : (1). Perencanaan &
Penganggaran APBD; (2). PBJ; (3). Perizinan;
(4). APIP; (5). Manajemen ASN; (6). Manajemen
BMD; (7). Optimalisasi Pajak Daerah; (8). Tata

KKeIoIa Dana Desa. /

) l\\“ %
%) L .-
O 5o
W |

Inovasi Optimalisas
Pajak Daerah

Inovasi dalam rangka meningkatkan
pajak daerah

.

PROGRAM PENCEGAHAN
KOORDINASI DAN SUPERVISI

Sertifikasi Aset

Sertifikasi sebagai bentuk

pengamanan aset

.

— - - 03
Penertiban Aset

Penertiban aset bermasalah
(dikuasai pihak ketiga, daerah
pemekaran, P3D, tumpang

Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP)

05

Peningkatan
Kompetensi APIP

Pelatihan APIP (bekerjasama dengan
BPKP), fokus pada: (1). Audit
Investigasi; (2). Probity Audit; (3).
Pengadaan Barang dan Jasa

\ tindih, Prasarana Sarana Utilitas)

=
= =k
o
Optimalisasi BUN

Optimalisasi Peran BUMD bagi
Pemda, Pengelolaan BUMD
yang sehat, Implementasi
\ Pencegahan Korupsi




FOKUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Indikator

% Manajemen ASN
é

Perencanaan dan
Penganggaran

MCP : /

KORSUPGAH - () -+~ /n\ Manajemen Aset
Optimalisasi
Pendapatan

Dana Desa
Sub Indikator KPK

e / Komisi Pemberantasan Korupsi




- 2
FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023

Pencegahan Penyalahgunaanl
Anggaran

Kesesuaian Pokir, Program dan
Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
Pakta Integritas

Pengawasan Bantuan Pemerintah
Anggaran Pendidikan, Kesehatan,
Dana Transfer, Dana Desa

Tidak ada hutang APBD

o o0 O O

Perencanaan dan
Penganggaran

Tender Pra-DIPA g
Pengadaan Langsung é‘i
Konsolidasi Pengadaan -
TKDN & e-Purchasing

Reviu HPS dan Probity Audit
PBJ Strategis

Survey Kepuasan Masyarakat
Vendor Management System

o0 Oooooo

pcoooooo

Pengadaan Barang dan Jasa

Ketersediaan RTRW/ RDTR
Penggunaan sistem online
Media Publikasi

Survey Kepuasan Masyarakat
Optimalisasi PTSP

TL Kendala Perizinan
Pengawasan Perizinan dan Non
Perizinan

coodo 00O

Pengawasan APIP

Kapasitas dan Anggaran APIP
Penguatan Kelembagaan APIP
Objektivitas dan independensi
APIP

PUTT dan PWKKND
Penanganan Pengaduan

Reviu Tata Kelola

Sosialisasi Antikorupsi

Manajemen Kinerja dan TPP
Penegakan Kode Etik
Kepatuhan LHKPN

Manajemen ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi

O Sistem Merit it;‘?\ﬂ

O EvaluasiJabatan sz

U Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi
U Seleksi  Terbuka  Pengisian

Jabatan ASN

u

u

a

Database Pajak éi
Inovasi Pajak

Capaian Peningkatan dan
Penagihan Tunggakan Pajak
Pengawasan dan Pemeriksaan
Pajak

O COooU

pooooo

Optimalisasi Pajak

Manajemen BMD

Database BMD é‘i

Rekonsiliasi dan Inventarisasi
Penguasaan Fisik BMD
Sertifikasi BMD

Penertiban BMD

Pakta Integritas dan Sosialisasi
Pemanfaatan BMD

cooo O

Pengelolaan APBDes melalui
SISKEUDES
Konsolidasi APBDes

Publikasi dan Transparansi
Database Aset Desa

Audit Keuangan dan Pembinaan
Desa

Tata Kelola Desa



Capalan MCP Pemda SULAWESI UTARA

?

&
e

.o % @ SON-75% @ 75% - 1008

Nilai Rerata Provinsi
Sulawesi Utara

81

Total Nilai Capaian
Nasional

76

CAPAIAN MCP PEMDA SULAWESI UTARA TAHUN 2021 DAN 2022

Perencan
Pengada .. Tata
aan dan . Optimali
Instansi Tahun 2021 | Tahun 2022 | Pengang an Perizinan Pengawa | Manajem sasi Pajak Pengelol| Kelola
Barang san APIP | en ASN aan BMD | Keuanga
el dan Jasa Daerah n Desa
APBD

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 96,71 95,04 100 93,72 92,61 91,9 91,92 96,77 97,35 100
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 83,23 94,04 100 97,06 94,46 92,79 85,48 92,86 93,35 89,47
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 92,67 93,92 90,32 94,16 100 94,83 91,3 87,68 98,2 0
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 90,68 86,55 79,68 85,68 92,61 95,65 72,94 84,59 89 86,08
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro 62,9 85,24 96,84 89,55 77,48 86,2 73,35 79,78 91,39 74,4
Pemerintah Kota Kotamobagu 65,95 85,1 72,11 91,64 90,76 85,24 87,46 78,28 87,32 0
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 74,48 82,77 68,34 81,52 100 84,61 70,21 81,69 91,31 83,83
Pemerintah Kota Tomohon 70,16 82,58 88,82 81,43 94,46 93,07 59 61,68 89,27 0
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 58,68 81,51 80,86 97,48 81,69 67,65 71,98 85,34 76,14 83,08
Pemerintah Kabupaten Minahasa 75,28 81,1 87,03 82,64 96,64 70,91 69,53 79,42 76,97 88,68
Pemerintah Kota Bitung 67,63 81,02 74,51 78,1 85,89 80,01 91,3 75,95 86,43 0
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 51,7 76,72 74,76 81,72 75,67 90,65 68,56 62,07 73,12 71,8
Pemerintah Kota Manado 57,48 74,85 55,76 75,75 93,53 77,81 71,85 68 80,22 0
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 49,69 69,71 92,25 50,85 77,59 80,53 58,16 54,58 71,7 81,9
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 62,44 67,03 76,37 64,14 92,19 70,98 69,94 51,56 28,34 90,35
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 67,51 64,91 67,19 66,17 80,68 53,88 61,29 55,68 69,85 68,6




Survei ‘

KPK o
INDEKS SPI PEMDA SULAWESI “
UTARA SPI bertujuan untuk membantu instansi
TAHUN 2021 DAN 2022 memetakan resiko Korupsi dan mengukur
efektifitas upaya pencegahan Korupsi yang

telah dilakukan.

SULAWESI UTARA

~Mamainstansi | 2021 | 2022 |

Dimensi Pengukuran:

Provinsi Sulawesi Utara 62,67 77,77 .
Kabupaten Bolaang Mongondow 76,22 72,44 1 - Transpara'nS]'
Kabupaten Minahasa 7396 7225 2. Pengelolaan SDM
Kabupaten Kepulauvan Sangihe 69,48 71,3 3_ Peng‘elolaan Ang’garan
Kabupaten Kepulauan Talaud 56,16 67.56 4 Int e gritas Dalam
Kabupaten Minahasa Selatan 79,23 76,7 Pelaksanaan Tugas
Kabupaten Minahasa Utara 74 46 71.34
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 70,34 70,31 5 Tradlng Inﬂuences
Kabupaten Kepulavan Siau Tagulandang 5% ol 6 ] Penge].O].a.a.n PB]'
Kabupaten Minahasa Tenggara 77,01 76,62 1. Sosialisasi Antikorupsi
Kabupaten Bolsang Mongondow Selatan 84,62 74,11
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur /8,72 /1,09 Apakah maSih ada praktlkz
Kota Manado 72,32 63,64 . po .
| Suap/Pemerasan/Gratifikasi, Penyalahgunaan
Kota Bitung 66,95 72,3

Vel 7823 || 7498 Fasilitas Kantor, Jual Beli Jabatan, Intervensi,
Kota Kotamobagu 79,34 76,48 I{OIupSi PB] uw -?



L . . - INTERNAL Urvel -
Pemetaan Risiko Korupsi | Sulawesi Utara Penilaian,
Integritas
Perdagangan Pengaruh
4 N 4 N
. . . . Percaya Terdapat Pihak Lain | Percaya Terdapat Pihak Lain . .
Percaya Terdapat Pihak Lain | Percaya Terdapat Pihak Lain cay e . cay . Percaya Terdapat Pihak Lain e
Pemda dalam Kebijakan SDM dalam Negosiasi Sanksi/Denda Ll T B dalam Penentuan Program S
) g 1zin/Rekomendasi Tender g e

sbupaten Bolaang o
ongondow Tinggi Sedang Sedang EE Sedang g
ibupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
longondow Selatan
ibupaten Bolaang Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
jongondow Timur
ibupaten Bolaang Sedan Sedan Rendah Seda Seda
jongondow Utara g g =2 ne ne
:'g:ﬁ’_zten Kepulauan Tinggi Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang
sbupaten Kepulauan Siau Rendah Rendsh Rendah Rendsh Rendsh Rendah
ypulandang Biaro
sbupaten Kepulauan Talaud Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah g
sbupaten Minahasa g z gp EE g g g EE E e
sbupaten Minahasa Selatan EE Sedang Sedang EE g g
2:;5::? Minahasa Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
sbupaten Minahasa Utara Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Rendah
yta Bitung Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang
sta Kotamobagu Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
ta Manado Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah
yta Tomohon Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang

ovinsi Sulawesi Utara

39



urvel

Pemetaan Risiko Korupsi | Sulawesi Utara | @LELLT Pniia

Integr

Pengelolaan SDM

' Sering
Pengaruh T e Pengaruh pemberian pada

Pemda negatif (dikucilkan, sanksi, “! pejabat pada promosi dan [golongan/organisasi/almamat promosi dan mutasi (jual
mutasi, karir dihambat dil) mutasi e IR el e mutast karena beli jabatan)

Utara

Kabupaten Kepulauan Sangihe

agulandang Biaro

Kabupaten Kepulauan Talaud Tinggi

Tinggi

Sangat Tinggi

Kabupaten Minahasa Selatan Tinggi

Kabupaten Minahasa Tenggara

Kabupaten Minahasa Utara

T(== = & = = = =D x| =
HEEEE 3 3 S15E(s8| 8
AEIEIEIE = = E155|85 |6
AREEE D D 2 23523
w|3 |5 |85 ® o o @ T | &
Eg—ﬂgﬂ% = = = = = | =
215|818 2 % 2| 2| |8
1] o = i Ty Ty o | @
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® wn =) =) S| o
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- S| 3| 5|5

s| & 8|8

= = | =

%

Sedang




® . . Survei
Pemetaan Internalisasi [Sulawesi Utara| @GS Peniaa
Sosialisasi AntiKorupsi et
Keteladanan oleh
Pimpinan Keyakinan bahwa
Keteladanan oleh Pelaporan tindak
Tertinggi pegawai yang diduga | Menghindari
Pimpinan Tertinggi Unit Pelaporan pidana korupsi yan
Pemda Organisasi untuk R melakukan korupsi konflik Pelaporan Gratifikasi LHKPN/LHKASN Pelaporan Suap dilihat/didengar/dil
mendorong 0 [t akan diproses sesuai | kepentingan ahui
pencegahan e ketentuan
korupsi

abupaten Bolaang Mongondow

abupaten Bolaang Mongondow Selatan

abupaten Bolaang Mongondow Timur

abupaten Bolaang Mongondow Utara

abupaten Kepulauan Sangihe

abupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

abupaten Kepulauan Talaud

abupaten Minahasa

abupaten Minahasa Selatan

abupaten Minahasa Tenggara

abupaten Minahasa Utara

ota Bitung

ota Kotamobagu

ota Manado

ota Tomohon

rovinsi Sulawesi Utara

Sedang

Kurang

Kurang

Sedang

Sedang

Kurang

Sedang

Kurang

Rendah

Kurang

Rendah

Rendah
Kurang
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Kurang
Kurang
Rendah

Kurang

Rendah

I EL

15

Rendah
Kurang
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Rendah
Rendah
Rendah
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Kurang

Rendah

15

Rendah

Kurang

Kurang

Sedang

Sedang
Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Rendah
Kurang
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Rendah
Rendah
Kurang
Kurang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang

Kurang

Rendah

L@

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Kurang
Rendah

Rendah



Pemetaan Internalisasi [ Sulawesi Utara]

Transparansi dan Keadilan Layanan

Survei
Penilaiar

Integr

Pemda

Adanya perlakuan istimewa yang
tidak sesuai aturan kepada
pengguna layanan/pihak tertentu

Aspek SARA dalam pelaksanaan
tugas atau memberikan pelayanan
atau memproses perizinan

Kejelasan informasi terkait SOP
pelaksanaan tugas/layanan

abupaten Bolaang Mongondow ( Sedang \ Sedang Sedang
abupaten Bolaang Mongondow Selatan Rendah Rendah Rendah
abupaten Bolaang Mongondow Timur Sedang Sedang Tinggi

abupaten Bolaang Mongondow Utara

Sangat Tinggi

abupaten Kepulauan Sangihe

Sangat Tinggi

abupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Rendah

Tinggi
Sangat Tinggi
Rendah

Tinggi
Sangat Tinggi

Kemudahan untuk mengikuti S

Tinggi
Rendah
Tinggi

Tinggi
Sangat Tinggi
Rendah

abupaten Kepulauan Talaud Sedang Sedang Sedang
abupaten Minahasa Rendah Rendah Rendah
abupaten Minahasa Selatan Sedang Tinggi

abupaten Minahasa Tenggara

Rendah

abupaten Minahasa Utara

Sangat Tinggi

ota Bitung

Sangat Tinggi

ota Kotamobagu

Sedang

Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sedang

Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi

ota Manado

Rendah

ota Tomohon

Tinggi

'rovinsi Sulawesi Utara

Sedang

| o

Rendah
Tinggi

Tinggi

Tinggi
Sedang

T

T

Rendah
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Tingegi

Tinggi

e



PERMASALAHAN PADA PENGADAAN BARANG DAN ]ASA

PN ﬂ
= d ‘ .
1‘@“ Pgr:\ﬁaliarl » "gk X Qﬁ
.( Integritas o ==

Kasus Korupsi Hasil SPI 2022 Modus Korupsi
0 51% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah Q1 Pemenang vendor sudah diatur = Pényuapan dengan perjanjian - pelaksanaan
kasus korupsi terkait pengadaan barang/ jasa dan O Kualitas barang dan jasa rendah proyek PBJ
keuangan negara O Nepotisme, Gratifikasi Q Intervensi PBJ untgk pengaturan pemenang
0 Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 O Hasil PBJ tidak bermanfaat tender atau penunjukan langsung, mark up
sebesar Rp814,6 Triliun untuk mendukung dengan memberikan uang suap
penguatan kapasitas fiskal daerah O Spesifikasi mengarah ke rekanan tertentu
0 Anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar  Pejabat Negara meminta uang jasa dibayar di

Rp92,98M muka kpd penyedia sebelum melaksanakan
O TKD Pendidikan Rp305,6 T; TKD Kesehatan proyek

Rp60T; TKD bantuan sosial dan subsidi Rp17T;  Penyuapan untuk mendapatkan alokasi DAU/

TKD ketahanan pangan Rp22,5T; DAK

Komisi Pemberantasan Korupsi
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KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Korupsi Pengadaan Infrastruktur Korupsi Pengadaan Lahan Korupsi Pengadaan Korupsi Proyek PB) Sulawesi Selatan

Kab. Muara Enim O PMD Provinsi DKI Jakarta || Proyek Infrastruktur Kab. | 0 Penerimaan suap/ gratifikasi Gubernur

O 2019: OTT Bupati karena menerima kepada Perumda Pakpak Bharat Sulsel dari para kontraktor dg modus

USD 35 ribu terkait 16 proyek Pembangunan Sarana Jaya || O Bupati menerima uang uang operasional hingga sumbangan

pengerjaan jalan dari dana aspirasi utk pengadaan lahan Rpl,6M terkait proyek masjid serta bantuan sosial COVID-19

anggota DPRD senilai Rp129 M O Pengadaan Lahan untuk infrastruktur yang | A Uang suap/ gratifikasi terkait proyek

O 2021: Wakil Bupati dan 25 dari total RTH Kota Bandung dilaksanakan Dinas PUPR PBJ, al: proyek ruas jalan Palampang

45 anggota DPRD di Muara Enim || O Pengadaan lahan utk || Q Kualitas jalan yang Munte Bontolempangandan Jalan

turut menerima aliran dana fee pembangunan polder air dibangun tidak sesuai Palampang Munte Bontolempangan |,
proyek Kota Bekasi spesifikasi proyek bibit talas Jepang

Komisi Pemberantasan Korupsi




Deviasi

Konsultan Pengawas nggl PPK/Pemda

Kurang tidak
Kompeten/tidak melakukan
memahami lingkup pengecekan

di lapangan

pekerjaan

Penyedia
Terpilih
Pesanan si A
,si Bdll

Kualitas Proyek

Pek_t=-'lri<'=\<'=1n Infrastruktur
Tidak

- IE]]

Personel
Pelaksana . Kecukupan Waktu
pekerjaan sama TEM UAN dl I—A PANGAN Pelaksanaan
namun dengan Kurang Memadai
nama karena

Perusahaan keterlambatan
Berbeda (Pinjam prosesTender

Bendera) Proyek

Mangkrak Tahapan %=
[tidak Pekerjaan "

termanfa e L e L e tidak sesuai
dialihkan
atkan kepada Pihak
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* Komitmen untuk berantas Korupsi
dan anti korupsi .

* Menjalankan tugas benar benar st TR

sesuai tupoksi (bebas dr o e

ke p e nt I n ga n a p a p u n ) 1. Mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
° Ti d a k a d a B e n t u ra n Ke p e n ti n ga n :t;;:;):ai::efekﬁf. transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

2. Melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terwujud

o M e m b e r‘i ta u I a d a n y a n g b a i k d a n perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

anti korupsi serta mengembangkan e
budaya anti korupsi di diri maupun
JaJ a ra n nya Jakarta, 21 Maret 2023

* Tidak melakukan KKN maupun | 2yt
Intervensi - s Kesee

- @ Pengawasan dan Penegakan sanksi
; an Nilai Nilai Anti Korupsi Jeay

Firli Bahuri
IF - ]
-
-

Ketua KPK

rx o




PPK, UKPBJ Profesional, Bersih dan BerIntegritas

Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi

Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk Pengelola Pengadaan
(UKPBJ, PPK);

Peningkatan Profesionalitas Pengelola PBJ (Tupoksi);
Penerapan Prinsip dan Nyata Etika Pengadaan;
Tidak ada benturan Kepentingan

gembentukkan Sistem Integritas khusus di PBJ termasuk Fraud Control dan Wistleblower
ystem,;

Perlu dibangun Sistem Perlindungan Terhadap Penyelenggara Pengadaan Dari Intervensi
Atasan/Pimpinan K/L/D/I

Penyedia yang Ber- Integritas dengan mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis.
Pengami@san dan penegakan sanksi

]
= | | -:'



* Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi

* Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk APIP
* Menjalankan tugas secara Profesional sesuai Tupoksinya

* Menyajikan hasil audit sesuai kondisi yang ada

* Melakukan pengawasan secara baik

* Melakukan penyelesaian temuan internal eksternal secara tuntas




* Mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis
* Menjalankan Prinsip dan Etika Pengadaan

* Meningkatkan kompetensi diri dan daya saing
* Stop KKN
* Stop Pinjam Bendera

* Bangga pada Kompetensi diri bukan “bangga karena pintar berkolusi
dan bernegosiasi”

.'-..F' *Sad nksi‘pada korporasi




BEBERAPA CONTOH DAMPAK

Jembatan AT] Rp341 milyar Dermaga Rp57 milyar

RSUD di
Kab Bolaemo

Rumdin Bupati Bolmut

Turap di Kab Boalemo

Rumdin Bupati Minahasa Utara
Potensi : Rumah Sakit ambruk, jalan rusak

dll ===korban?




Anggaran Besar Tanpa Manfaat VS Kemiskinan yang masih
banyak di sekitar kita




K K jagaé‘éﬁ'c”é‘?«"m Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Modus Operandi Tahun 2004 - 31 Desember 2022 yang ditangani KPK

Penyuapan I 904

Pengadaan Barang / Jasa J 277

Penyalahgunaan Anggaran |
TPPU ]

Pungutan / Pemerasan |
Perijinan |

Merintangi Proses KPK

e
s
]
|]25

——



31 dari 34 PROVINSI
Terjadi Kasus KORUPSI

2004 - 2022




' Jabatan Tersangka Korupsi uariisis o KPK

2004 - 2022 Sumber: Data Penindakan KPK, 31 Desember 2022

DPR/DPRD Walikota/

Bupati &

343 Wakilnya
155

Swasta Menteri/ Komisioner Dubes
373 Kepala K/L 8 4

Korporasi

8
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Indonesia Sejahtera
bebas dari korupsi
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Bagaimana Peran Kita ?

Diam Saja dengan
Kondisi Ini-f



“Banyak yang salah jalan tapi
merasa tenang karena banyak
teman yang sama-sama salah.
Beranilah menjadi benar,
meskipun sendirian”

- Baharuddin Lopa




SEMOGA ALLAH SWT MEMBERI KITA KEKUATAN
MENYIAPKAN BANGSA YANG BERMARTABAT

;?{'4

LIHAT! LAWAN! LAPORKAN!




& Gedung Merah Putih KPK,
Q) Telp. (021) 2557 8389
(% 0855 8575 575 / 0811 959 575

] PO BOX 575 Jakarta 10120
@] pengaduan@kpk.go.id

http://kws.kpk.go.id
Fax: (021) 2557 8415




TERIMAKASIH

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
JI. Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta Selatan 12920

Telp. 021-2557 8300,

Fax : 021-2557 8333




